
  
 

 

 

 

Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Tahun 2024-2026  

 

1. Persentase permukiman layak huni 1. Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan 1. Persentase permukiman layak huni

S1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman S2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
S3. Menurunnya angka kemiskinan dari 

urusan perumahan permukiman

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

1. IKLI Perumahan Permukiman

1. Indek Kualitas Air (IKA)

1. Angka Kemiskinan2. Indeks Kualitas Udara IKU)

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Belum optimalnya layanan infrastruktur dasar Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur dan lingkungan hidup
Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan 

pengangguran

T1. Terbangunnya Infrastruktur layanan dasar perkotaan yang berkualitas T2. Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan
T3. Menurunnya tingkat kemiskinan dan 

pengangguran

 



  
 

 

 

Jumlah hasil survey dan 

penetapan lokasi Perumahan 

dan permukiman kumuh

Jumlah Dokumen Data Rumah 

Sewa Milik Masyarakat, Rumah 

Susun, dan Rumah Khusus

Jumlah Rumah Khusus beserta 

PSU bagi Korban Bencana 

Kabupaten/Kota atau yang 

Terkena Relokasi Program 

Kabupaten/Kota yang 

Terbangun

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

2. Sub Kegiatan Survei dan 

penetapan lokasi Perumahan 

dan permukiman kumuh

2. Sub Kegiatan Pendataan 

Rumah Sewa Milik Masyarakat, 

Rumah Susun dan Rumah 

Khusus

2. sub Kegiatan Pembangunan 

Rumah Khusus beserta PSU bagi 

Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

Tersedianya data penetapan 

lokai perumahan dan 

permukiman kumuh

Tersedianya dokumen rumah 

sewa milik masyarakat, rumah 

susun, dan rumah khusus

Tersedianya rumah khusus dan 

PSU bagi Korban Bencana atau 

Relokasi Program 

Jumlah Dokumen Kebijakan 

Bidang PKP yang Tersusun / 

Tereview /Terlegalisasi

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Penyelenggaraan 

Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh

Jumlah Lokasi Perumahan yang 

Disediakan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum yang 

Menunjang Fungsi Hunian

Jumlah Dokumen Data Rumah 

di Lokasi Rawan Bencana dan 

Lokasi yang Berpotensi Terkena 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

Jumlah Rumah Korban Bencana 

Kabupaten/Kota yang 

Terehabilitasi

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pengelolaan Kelembagaan bagi 

Pemilik/Penghuni Rumah

Susun

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

1.Sub Kegiatan 

Penyusunan/Review/Legalisasi 

Kebijakan Bidang PKP

1.. Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengendalian 

Penyelenggaraan 

Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh

1. Sub Kegiatan Penyediaan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum di Perumahan untuk 

Menunjang Fungsi Hunian

1. Sub Kegiatan Identifikasi 

Perumahan di Lokasi Rawan 

Bencana atau Terkena Relokasi 

Program Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Rehabilitasi 

Rumah bagi Korban Bencana

1. Sub Kegiatan Fasilitasi 

Pengelolaan Kelembagaan dan 

Pemilik/ Penghuni Rumah 

Susun

Tersedianya dokumen PKP 
Meningkatkan pengendalian 

penyelenggaraan permukiman

Tersedianya prasana dan 

sarana PSU

Tersedianya dokumen lokasi 

rawan bencana yang 

berpotensi

Terlaksana rehab rumah layak 

tidak huni bagi masyarakat 

berpenghasilan rendah

Tersedianya dokumen 

pengelolaan kelembagaan bagi 

pemilik/penghuni rumah susun

Jumlah dokumen kebijakan 

kawasan kumuh yang tersedia

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Penyelenggaraan 

Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh

Jumlah Lokasi Perumahan yang 

Disediakan Prasarana, Sarana, 

dan Utilitas Umum yang 

Menunjang Fungsi Hunian

Jumlah data penyediaan 

hunian dan rehabilitasi rumah 

korban bencana atau relokasi 

program

Jumlah rumah korban bencana 

dan terkena reloksi program 

pemerintah

Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 

Pengelolaan Kelembagaan bagi 

Pemilik/Penghuni Rumah

Susun

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

1.Kegiatan Penataan dan 

Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan 

Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

2.Kegiatan Peningkatan 

Kualitas Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 

10 (sepuluh) Ha

3.Kegiatan Penyelenggaraan 

PSU Permukiman

1. Kegiatan Pendataan 

Penyediaan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program

2. Kegiatan Pembangunan dan 

Rehabilitasi Rumah Korban 

Bencana atau Relokasi Program 

Kabupaten/Kota

3..Kegiatan Pembinaan 

Pengelolaan Rumah Susun 

Umum dan/atau Rumah Khusus

Meningkatnya Kualitas 

Kawasan Permukiman 

Meningkatkan Kualitas 

Kawasan Permukiman 

Terlaksananya Pemeliharaan 

Sarana dan Prasarana 

Permukiman 

Tersedianya Sarana dan 

Prasarana terhadap Rumah 

Korban Bencana dan Relokai 

Program

Terlaksana Rehab Rumah Layak 

Tidak Huni bagi Masyarakat 

berpenghasilan Rendah

Tersedianya dokumen 

pengelolaan kelembagaan bagi 

pemilik/penghuni rumah susun

Persentase pengurangan 

kawasan kumuh

Persentase ketersediaan PSU 

kawasan permukiman dalam 

kondisi baik

Persentase Rumah korban 

bencana atau relokasi program 

pemerintah yang tertangani

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

1. Program Kawasan 

Permukiman

2. Program Peningkatan 

Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum (PSU)

3. Program Pengembangan 

Perumahan

1. Persentase permukiman layak huni

Masih terdapatnya kawasan 

kumuh (20 Ha) dan rumah tidak 

layak huni (369)

Masih belum optimalnya 

kuantitas dan kualitas PSU 

Kawasan Permukiman

Masih belum optimalnya 

penanganan rumah untuk  

korban bencana atau relokasi 

program pemerintah

S1. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman

Indikator Tujuan

 

 



  
 

 

 

Jumlah jenis penanggulangan 

pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup 

yang dilakukan

Jumlah lokasi RTH Publik yang 

dikelola

Jumlah koordinasi dan 

sinkronisasi Pengelolaan 

Limbah B3

Jumlah penghasil Limbah B3 yang 

dibina /diverifikasi lapangan

Persentase penanganan 

sampah

Jumlah pihak swasta pengelola 

sampah yang dibina dan 

diawasi

Persentase usaha/kegiatan 

yang diawasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan Informasi 

Pengakuan Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA Terkait dengan PPLH

Jumlah Dokumen Kelembagaan 

MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA Terkait dengan PPLH 

yang Dilakukan Pemberdayaan, 

Kemitraan, Pendampingan 

danPenguatan (Dokumen)

Jumlah jenis Penyelenggaraan 

Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota yang 

terlaksana

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi yang 

Dinilai Kinerja

Jumlah jenis pemantauan 

kualitas air, udara, tanah yang 

dilakukan

Indikator Tujuan

Jumlah dokumen KLHS yang 

disusun

Jumlah dokumen penyelesaian 

pengaduan masyarakat di 

bidang perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH)

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator TujuanIndikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

1. Kegiatan Pengelolaan 

Sampah

2. Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan 

Sampah yang Diselenggarakan 

oleh Pihak Swasta

Indikator Tujuan

1. Kegiatan Pemberian 

Penghargaan Lingkungan Hidup 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penanggulangan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3 dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyimpanan 

sementara Limbah B3

1.Kegiatan Penyelenggaraan    

Kajian    Lingkungan    Hidup 

Strategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Penyelesaian 

Pengaduan Masyarakat di 

Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup(PPLH) Kabupaten/ Kota

1.Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan Terhadap Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH 

Diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengakuan MHA, 

Kearifan Lokal, Pengetahuan 

Tradisional, dan Hak MHA yang 

Terkait dengan PPLH

2. Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas MHA dan Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA yang  Terkait 

dengan PPLH

1. Kegiatan Penyelenggaraan 

Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten / Kota

Terlaksananya koordinasi dan 

sinkronisasi Pengelolaan 

Limbah B3

Jtersedianya Laporan  penghasil 

Limbah B3 yang dibina 

/diverifikasi lapangan

Peningkatan dan pengelolaan 

kebersihan kota

Peningkatan pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan 

persampahan 

Tersedianya Laporan Data dan 

Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA 

Tersedianya Dokumen 

Kelembagaan MHA, Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA Terkait dengan 

PPLH yang Dilakukan 

Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan dan Penguatan

Terselenggaranya Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/ 

Kota

Meningkatnya Kapasitas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

di daerah

Meningkatkan Upaya 

Pencegahan, Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup

Tersedianya Laporan data 

Penanggulangan Pencemaran 

dan / atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten / 

Kota

Tersedianya dokumen KLHS 

RPJMD 
Tersedianya dokumen PPLH

Meningkatkan Pembinaan 

terhadap Pelaku 

Usaha/Kegiatan terhadap Izin 

PPLH 

Persentase Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Masyarakat

Jumlah jenis penghargaan 

lingkungan hidup untuk 

masyarakat

Persentase kegiatan 

pencegahan dan 

penanggulangan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup

Persentase luas RTH Publik

Persentase pembinaan/verifikasi 

lapangan terhadap Pemenuhan 

komitmen Persetujuan/Izin 

Penyimpanan sementara dan 

Pengumpulan Limbah B3

Persentase pengelolaan 

sampah

Indikator Tujuan Indikator Tujuan

Persentase dokumen 

perencanaan lingkungan

Persentase pengaduan 

masyarakat terhadap PPLH 

yang tertangani 

Persentase ketaatan pelaku 

usaha/kegiatan yang memiliki 

persetujuan lingkungan 

terhadap dokumen persetujuan 

lingkungan

Persentase MHA yang 

mendapat pendampingan 

terkait PPLH

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

7.Program Pengendalian 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup

8.Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

(KEHATI)

9.Program Pengendalian Bahan 

Berbahaya dan Beracun (B3) dan 

Limbah Bahan Berbahaya dan 

Beracun (Limbah B3)

10. Program Pengelolaan 

Persampahan

Indikator Tujuan Indikator Tujuan

1.  Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup

2. Program Penanganan 

Pengaduan

3. Program Pembinaan dan 

Pengawasan terhadap Izin 

Lingkungan dan Izin 

Pelindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (PPLH)

4. Program Pengakuan 

Keberadaan Masyarakat 

Hukum Adat ( MHA). Kearifan 

Lokal dan Hak MHA yang 

terkait dengan PPLH 

5. Program Peningkatan 

Pendidikan, Pelatihan dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Masyarakat

6. Program Penghargaan 

Lingkungan Hidup untuk 

Masyarakat 

Meningkatnya Pengetahuan 

Masyarakat terhadap 

Lingkungan Hidup

Meningkatkan Kapasitas 

Pengelolaan Lngkungan Hidup 

Berkelanjutan

Meningkatnya Upaya 

Pengendalian Pencemaran dan 

Perusakan Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati dan 

Eko Sistem di Padang Panjang

Terlaksananya Pembinaan 

Pengelolaan Limbah B3
Meningkatnya kebersihan kota

1. Persentase upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan

Tersedianya Dokumen 

Perencanaan Lingkungan Hidup

Belum Optimalnya pelayanan 

kepada masyarakat terhadap 

pengaduan PPLH

Meningkatnya Kapasitas 

Pengelolaan  Lingkungan Hidup 

di daerah 

Meningkatnya Pengetahuan 

Masyarakat terhadap 

Pengakuan Keberadaan Hukum 

Adat (MHA) dan Lokal serta Hak 

MHA yang terkait dengan PPLH

S2. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Indikator Tujuan

Indikator Tujuan

1. Indek Kualitas Air (IKA)

2. Indeks Kualitas Udara IKU)

3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Belum optimalnya kualitas layanan infrastruktur dan lingkungan hidup

T2. Meningkatkan Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan



  

Tersedianya sarana dan  

prasarana TPA 

4. Sub Kegiatan Penyediaan 

Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Persampahan di 

TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota

Indikator Tujuan

JJumlah Sarana dan Prasarana 

Penanganan Sampah untuk 

Kegiatan Pemilahan, 

Pengumpulan, Pengangkutan, 

Pengolahan, dan Pemrosesan 

Akhir

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengawasan dan Penerapan 

Sanksi Upaya dan Rencana 

PPLH

Jumlah Masyarakat/ Kelompok 

Masyarakat/ Pelaku 

Usaha/Kegiatan yang terlibat 

(Orang)

Jumlah Pengambilan Contoh 

Uji, Pengujian Parameter 

Kualitas Lingkungan dan 

Dokumen Mutu yang 

Dilaksanakan

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penyediaan Prasarana dan 

Sarana Bersama Pemerintah 

Pusat, Provinsi maupun Pihak 

Lain di Luar Kabupaten/Kota 

untuk Pengelolaan Sampah 

Kabupaten/Kota. Pengelolaan 

Persampahan Sesuai dengan 

Rencana Induk Pengelolaan 

Sampah dan Mengacu pada 

Jakstrada

Jumlah Masyarakat, Kelompok 

Masyarakat atau Para Pihak 

Lainnya yang Terlibat Aktif 

dalam Kegiatan Pengelolaan 

Sampah Berbasis Masyarakat

Tersedianya dokumen hasil 

koordinasi dan sinkronisasi 

pengawasan dan penerapan 

sanksi upaya dan rencana PPLH

Meningkatnya Pengetahuan 

Masyarakat terhadap 

Lingkungan Hidup

Terlaksananya Pemeriksaan 

Kualitas Lingkungan secara 

Laboratoris

Tersedianya sarana dan 

prasarana persampahan yang 

memadai 

3.Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengawasan dan 

Penerapan Sanksi Upaya dan 

Rencana PPLH

3. Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan Penyuluhan 

dan Kampanye Lingkungan 

Hidup

2. Sub Kegiatan Pengelolaan 

Laboratorium Lingkungan 

Hidup Kabupaten/Kota

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penyediaan 

Prasarana dan Sarana 

Pengelolaan Persampahan

Indikator Tujuan

Jumlah dokumen KLHS RPJMD 

yang disusun

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Penerapan Sanksi Administrasi, 

Penyelesaian Sengketa, 

dan/atau Penyidikan 

Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan atau Melalui 

Pengadilan

Jumlah Laporan Dari Usaha 

dan/atau Kegiatan yang 

Diawasi Izin Lingkungan, 

Persetujuan Lingkungan, Surat 

Kelayakan Operasi oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

Jumlah Pendampingan 

Pembinaan Gerakan Peduli dan 

Berbudaya Lingkungan Hidup 

yang dilaksanakan (Dokumen)

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

dari Sektor Lingkungan Hidup 

yang Dilaksanakan

Jumlah Orang yang Meningkat 

Kapasitasnya dalam 

Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati

2. Sub Kegiatan Peningkatan 

Peran serta Masyarakat dalam 

Pengelolaan Persampahan

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

Peningkatan Partisipasi 

masyarakat dalam Pengelolaan 

Sampah

2. Sub kegiatan Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS 

RPJPD/RPJMD

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penerapan Sanksi 

Administrasi, Penyelesaian 

Sengketa, dan/atau Penyidikan 

Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan atau Melalui 

Pengadilan

2. Sub Kegiatan Pengawasan 

Usaha dan/atau Kegiatan yang 

Izin Lingkungan Hidup, Izin 

PPLH yang Diterbitkan oleh 

Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota

2. Sub Kegiatan Pendampingan 

Gerakan Peduli Lingkungan 

Hidup

2. Sub Kegiatan Koordinasi, 

Sinkronisasi dan Pelaksanaan 

Pengendalian Emisi Gas Rumah 

Kaca, Mitigasi dan Adaptasi 

Perubahan Iklim

2. Sub Kegiatan Pengembangan 

Kapasitas Kelembagaan dan 

SDM dalam Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati

Tersedianya dokumen KLHS 

RPJMD 

Tersedianya dokumen 

Penerapan sanksi Administrasi 

dalam peyelesaian sengketa 

dan/atau Penyidikan 

Lingkungan Hidup di Luar 

Pengadilan atau Melalui 

Pengadilan

Tersedianya data laporan 

usaha dan/atau Kegiatan yang 

Diawasi Izin Lingkungan dan 

Persetujuan Lingkungan

Tersedianya Laporan 

Pembinaan terhadap Gerakan 

Peduli dan Berbudaya 

Lingkungan Hidup yang 

dilaksanakan

Tersedianya  Dokumen Hasil 

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Inventarisasi Gas Rumah Kaca 

dari Sektor Lingkungan Hidup 

yang Dilaksanakan

Meningkatan Pengetahuan 

Masyarakat Terhadap 

Pengembangan Kapasitas 

Kelembagaan dan SDM dalam 

Pengelolaan Keanekaragaman 

Hayati

Jumlah Laporan Sosialisasi 

Informasi Peringatan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

pada Masyarakat di 

Kabupaten/Kota yang 

Dilaksanakan

Luas RTH Publik yang dikelola

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi & Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah B3 

dengan Pemerintah dan 

Pemerintah Provinsi dalam 

rangka Pengangkutan, 

Pemanfaatan, Pengolahan, 

dan/atau Penimbunan yang 

Bukan Menjadi Kewenangan 

Pemda Kabupaten/Kota serta 

Jumlah Laporan Kegiatan 

Verifikasi Lapangan Pemenuhan 

Komitmen Persetujuan/Izin 

Penyimpanan sementara dan 

Pengumpulan Limbah B3

Jumlah Sampah yang Dipilah, 

Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, 

Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/ Kota

Jumlah Laporan Hasil 

Pelaksanaan Monitoring, 

Evaluasi dan Pelaporan 

Pemenuhan Target dan Standar 

Pelayanan Pengelolaan 

Sampah

Kabupaten/Kota

JJumlah ASN yang dilakukan 

pelatihan peningkatan 

kapasitas PPLHD dan diangkat 

menjadi Fungsinal PPLHD

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan Informasi 

Pengakuan Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA Terkait dengan PPLH 

(Dokumen)

Jumlah Dokumen Kelembagaan 

MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA Terkait dengan PPLH 

yang Dilakukan Pemberdayaan, 

Kemitraan, Pendampingan 

danPenguatan (Dokumen)

 Jumlah Lembaga/kelompok 

Masyarakat/Institusi yang 

Terdaftar yang Meningkat 

Kapasitas dan Kompetensinya 

Terkait  PPLH (Lembaga)

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha/ 

Dunia Pendidikan/ Filantrophi 

yang Dinilai Kinerja

Jumlah Dokumen Uji Kualitas 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan Terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan Laut

Indikator Tujuan

Jumlah dokumen KLHS Rencana 

Tata Ruang yang disusun

Jumlah Pengaduan Masyarakat 

Terhadap PPLH 

Kabupaten/Kota yang 

Ditindaklanjuti/Ditangani 

(Dokumen)

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator TujuanIndikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

1.Sub Kegiatan Penanganan 

Sampah dengan melakukan 

Pemilahan, Pengumpulan, 

Pengangkutan, Pengolahan, 

dan Pemrosesan Akhir Sampah 

di TPA/TPST/SPA 

Kabupaten/Kota

1.Sub Kegiatan Monitoring dan 

Evaluasi Pemenuhan Target 

dan Standar Pelayanan 

Pengelolaan Sampah

Indikator Tujuan

1. Sub Kegiatan Penilaian 

Kinerja Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantropi dalam 

Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup

1. Sub Kegiatan Koordinasi, 

Sinkronisasi, dan Pelaksanaan 

Pencegahan Pencemaran 

Lingkungan Hidup 

Dilaksanakan Terhadap Media 

Tanah, Air, Udara, dan Laut

1. Sub Kegiatan Pemberian 

Informasi Peringatan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

pada Masyarakat

1.Sub Kegiatan Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan 

Sinkronisasi Pengelolaan 

Limbah B3 dengan Pemerintah 

Provinsi dalam rangka 

Pengangkutan, Pemanfaatan, 

Pengolahan, dan/atau 

Penimbunan

1.Sub Kegiatan Verifikasi 

Lapangan untuk Memastikan 

Pemenuhan Persyaratan 

Administrasi dan Teknis 

Penyimpanan sementara Limbah 

B3

1. Sub kegiatan Pembuatan dan 

Pelaksanaan KLHS Rencana 

Tata Ruang

1. Sub Kegiatan Pengelolaan 

Pengaduan Masyarakat 

Terhadap PPLH 

Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pengembangan 

Kapasitas Pejabat Pengawas 

Lingkungan Hidup

1. Sub Kegiatan Koordinasi, 

Sinkronisasi, Penyediaan Data, 

dan Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA 

Terkait dengan PPLH

1. Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas MHA dan Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA yang Terkait 

dengan PPLH

1. Sub Kegaiatan Peningkatan 

Kapasitas dan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia Bidang 

Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan

Meningkatnya  Pengelolaan 

Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Tersedianya Dokumen Hasil 

Koordinasi & Sinkronisasi 

Pengelolaan Limbah B3 

dengan Pemerintah dan 

Pemerintah Provinsi dalam 

rangka Pengangkutan, 

Tersedianya Laporan Kegiatan 

Verifikasi Lapangan Pemenuhan 

Komitmen Persetujuan/ Izin 

Penyimpanan sementara dan 

Pengumpulan Limbah B3

Meningkatnya kebersihan kota
Meningkatnya pelayanan 

pengelolaan sampah

Tersedianya Laporan Data dan 

Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tersedianya Dokumen 

Kelembagaan MHA, Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA Terkait dengan 

PPLH yang Dilakukan 

Pemberdayaan, Kemitraan, 

Meningkatnya Pengetahuan 

Masyarakat terhadap Kapasitas 

dan Kompetensi Sumber Daya 

Manusia di Bidang Lingkungan 

Hidup 

Tersedianya Laporan terhadap 

Penialain Kinerja 

Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia Usaha / 

Dunia Pendidikan / Filantropi 

dalam Perlindungan dan 

Terlaksananya pemeriksaan  

Lingkungan secara laboratoris

Tersedinya Laporan Informasi 

Peringatan Pencemaran 

dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup pada 

Masyarakat

Tersedianya dokumen KLHS 

RPJMD 

Tersedianya laporan 

Pengaduan Masyarakat 

Terhadap PPLH yang 

Ditindaklanjuti / Ditangani

Meningkatnya Pengetahuan 

ASN terhadap Pengembangan 

Kapasitas Pengawasan dan 

Lingkungan Hidup

Jumlah jenis penanggulangan 

pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup 

yang dilakukan

Jumlah lokasi RTH Publik yang 

dikelola

Jumlah koordinasi dan 

sinkronisasi Pengelolaan 

Limbah B3

Jumlah penghasil Limbah B3 yang 

dibina /diverifikasi lapangan

Persentase penanganan 

sampah

Jumlah pihak swasta pengelola 

sampah yang dibina dan 

diawasi

Persentase usaha/kegiatan 

yang diawasi

Jumlah Dokumen Hasil 

Koordinasi, Sinkronisasi, 

Penyediaan Data dan Informasi 

Pengakuan Keberadaan MHA 

Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak Kearifan Lokal atau 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA Terkait dengan PPLH

Jumlah Dokumen Kelembagaan 

MHA, Kearifan Lokal, 

Pengetahuan Tradisional dan 

Hak MHA Terkait dengan PPLH 

yang Dilakukan Pemberdayaan, 

Kemitraan, Pendampingan 

danPenguatan (Dokumen)

Jumlah jenis Penyelenggaraan 

Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota yang 

terlaksana

Jumlah Masyarakat/Lembaga 

Masyarakat/Dunia 

Usaha/Dunia 

Pendidikan/Filantrophi yang 

Dinilai Kinerja

Jumlah jenis pemantauan 

kualitas air, udara, tanah yang 

dilakukan

Indikator Tujuan

Jumlah dokumen KLHS yang 

disusun

Jumlah dokumen penyelesaian 

pengaduan masyarakat di 

bidang perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH)

Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator TujuanIndikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan Indikator Tujuan

1. Kegiatan Pengelolaan 

Sampah

2. Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan Pengelolaan 

Sampah yang Diselenggarakan 

oleh Pihak Swasta

Indikator Tujuan

1. Kegiatan Pemberian 

Penghargaan Lingkungan Hidup 

Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pencegahan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penanggulangan 

Pencemaran dan/atau 

Kerusakan Lingkungan Hidup 

Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengumpulan 

Limbah B3 dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota

2. Kegiatan Penyimpanan 

sementara Limbah B3

1.Kegiatan Penyelenggaraan    

Kajian    Lingkungan    Hidup 

Strategis (KLHS) 

Kabupaten/Kota

1.Kegiatan Penyelesaian 

Pengaduan Masyarakat di 

Bidang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup(PPLH) Kabupaten/ Kota

1.Kegiatan Pembinaan dan 

Pengawasan Terhadap Usaha 

dan/atau Kegiatan yang Izin 

Lingkungan dan Izin PPLH 

Diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Pengakuan MHA, 

Kearifan Lokal, Pengetahuan 

Tradisional, dan Hak MHA yang 

Terkait dengan PPLH

2. Kegiatan Peningkatan 

Kapasitas MHA dan Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA yang  Terkait 

dengan PPLH

1. Kegiatan Penyelenggaraan 

Pendidikan, Pelatihan, dan 

Penyuluhan Lingkungan Hidup 

untuk Lembaga 

Kemasyarakatan Tingkat 

Daerah Kabupaten/ Kota

Terlaksananya Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

Kabupaten / Kota

Terlaksananya koordinasi dan 

sinkronisasi Pengelolaan 

Limbah B3

Jtersedianya Laporan  penghasil 

Limbah B3 yang dibina 

/diverifikasi lapangan

Peningkatan dan pengelolaan 

kebersihan kota

Peningkatan pembinaan dan 

pengawasan pengelolaan 

persampahan 

Tersedianya Laporan Data dan 

Informasi Pengakuan 

Keberadaan MHA Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak Kearifan 

Lokal atau Pengetahuan 

Tradisional dan Hak MHA 

Tersedianya Dokumen 

Kelembagaan MHA, Kearifan 

Lokal, Pengetahuan Tradisional 

dan Hak MHA Terkait dengan 

PPLH yang Dilakukan 

Pemberdayaan, Kemitraan, 

Pendampingan dan Penguatan

Terselenggaranya Pendidikan, 

Pelatihan, dan Penyuluhan 

Lingkungan Hidup untuk 

Lembaga Kemasyarakatan 

Tingkat Daerah Kabupaten/ 

Kota

Meningkatnya Kapasitas 

Pengelolaan Lingkungan Hidup 

di daerah

Meningkatkan Upaya 

Pencegahan, Pengendalian 

Pencemaran dan Perusakan 

Lingkungan Hidup

Tersedianya Laporan data 

Penanggulangan Pencemaran 

dan / atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup Kabupaten / 

Kota

Tersedianya dokumen KLHS 

RPJMD 
Tersedianya dokumen PPLH

Meningkatkan Pembinaan 

terhadap Pelaku 

Usaha/Kegiatan terhadap Izin 

PPLH 



  

Jumlah rumah tidak layak huni untuk 

pencegahan terhadap tumbuh dan 

berkembangnya permukiman kumuh di luar 

kawasan permukiman kumuh dengan luas di 

bawah 10 (sepuluh) Ha

Indikator Tujuan

1.Kegiatan Pencegahan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya rumah layak huni

Persentase rumah layak huni

Indikator Tujuan

1. Program Perumahan dan Permukiman 

Kumuh

Meningkatnya rumah layak huni

1. Persentase permukiman layak huni

S3. Menurunnya angka kemiskinan dari 

urusan perumahan permukiman

Indikator Tujuan

Indikator Tujuan

1. Angka Kemiskinan

Masih cukup tingginya angka kemiskinan dan 

pengangguran

T3. Menurunnya tingkat kemiskinan dan 

pengangguran

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jumlah rumah tidak layak huni untuk 

pencegahan terhadap tumbuh dan 

berkembangnya permukiman kumuh di luar 

kawasan permukiman kumuh dengan luas di 

bawah 10 (sepuluh) Ha

Indikator Tujuan

1. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah tidak layak 

huni untuk Pecegahan terhadap tumbuh dan 

berkembangnya Permukiman Kumuh di luar 

kawasan permukiman kumuh dengan luas di 

Bawah 10 Ha

Meningkatnya rumah layak huni

Jumlah rumah tidak layak huni untuk 

pencegahan terhadap tumbuh dan 

berkembangnya permukiman kumuh di luar 

kawasan permukiman kumuh dengan luas di 

bawah 10 (sepuluh) Ha

Indikator Tujuan

1.Kegiatan Pencegahan Perumahan dan 

Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota

Meningkatnya rumah layak huni


